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ABSTRACTThe purpose of this study were (a) to provide an analysis of the law awareness of society (theprincipals) toward mediation in solving divorce cases in the Religious Court Bogor; (b) to determinehow the implementation of Hakam in mediation on solving a divorce cases based PERMA No. 01 of2008. The research results showed that the law awareness of society toward mediation institution isconsidered good enough. The awareness is depended on their own interests toward the religiouscourts. Since mediation institution is not the only determinant in reaching a case agreement. Thejudges efforts in implementing Hakam to suppress the divorce rate is maximal. Hakam only applied indivorce cases where syiqaq are really emerged as a reason for having divorce. The mediation is moreemphasis on the material base solving problems (although in the divorce cases also). So theapplication of Hakam only applied for emergency disputes. This is in line with the recommendationsin article 76 paragraph (2) of Law No. 3 of 2006 about the religious courts. For a divorce case inwhich both parties are equally want to have a divorce, it is better for the judges to proceed the case tothe court without having a mediation process to achieve a faster dispute resolution, cheap and lowcost (preamble PERMA).Key words: awareness of law, mediation, and divorce.
ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) memberikan analisis mengenai kesadaran hukummasyarakat (para prinsipal) terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di PengadilanAgama Bogor; (b) mengetahui bagaimana implementasi Hakam dalam mediasi pada penyelesaianperkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian,kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Kesadaran tersebuttergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama. Lembaga mediasi bukanmerupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara. Upayahakim dalam mengimplementasikan hakam guna membantu menekan angka perceraian sudahmaksimal. Hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar munculsebagai alasan perceraian. Adapun mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yangbersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya) sehingga penerapan hakam dilakukanhanya terhadap perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Hal ini sejalan dengan anjuranpada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk  perkara  perceraiandimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkanproses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketayang lebih cepat, murah, dan biaya ringan (konsideran PERMA).Kata kunci: kesadaran hukum, mediasi, dan perceraian.Yumarni A. 2014. Kesadaran hukum masyarakat terhadap mediasi dalam perkara perceraianberdasarkan perma nomor 1 tahun 2008. Jurnal Sosial Humaniora 5(2): 50-59.
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PENDAHULUANLembaga perdamaian merupakan salah satulembaga yang sampai saat ini dalam praktikpengadilan telah banyak mendatangkankeuntungan baik bagi hakim maupun pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakimadalah dengan adanya perdamaian itu berartipara pihak yang bersengketa telah ikutmenunjang terlaksananya asas peradilan cepat,sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagipihak yang bersengketa adalah denganterjadinya perdamaian itu berarti menghematbiaya berperkara, mempercepat penyelesaian,dan menghindari putusan yang bertentangan.Apabila penyelesaian perkara berakhir denganperdamaian maka akan menambah jalinanhubungan antara pihak-pihak yang bersengketa,hubungan yang sudah retak dapat terjalinkembali seperti sediakala, bahkan mungkinsemakin mempererat persaudaraannya.Proses penyelesaian sengketa perceraiandalam keluarga yaitu dengan mengangkatseorang hakam dari kalangan keluarga suamiatau istri sebagaimana diatur dalam Al-Quransurat an-Nisa’7 ayat 35, yang artinya: “Jika kamumengkhawatirkan percekcokan antarakeduanya (suami-istri), maka angkatlah seoranghakam dari keluarga suami dan seorang hakamdari keluarga istri”. Hakam adalah juru damaiatau penengah dalam perselisihan suami istriuntuk mendamaikan keduanya. Hakammenjalankan perannya setelah berbagai upayauntuk mendamaikan perselisihan suami-istritidak berhasil, yaitu upaya suami menasehatiistri, memisahkan diri dari istri di tempattidurnya, dan memukul istri (dengan pukulanringan yang tidak menimbulkan bekas dibadan). Hal ini sesuai dengan ketentuan QS. An-Nisaa` ayat 34.Konsep Hakam pada penyelesaianperselisihan dalam Islam sebagaimana dalamQS. An-Nisa’: 35 dan konsep mediasisebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor01 Tahun 2008 kiranya memiliki makna sertahikmah yang berbeda meskipun memiliki tujuanyang sama, yaitu mengakhiri perselisihanhingga tidak berakhir pada putusnya hubunganperkawinan. Selanjutnya, kedua konsep hukumtersebut memiliki cara penyelesaian yangberbeda pula.Sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa’: 35,bahwa sebelum perkara diserahkan kepadahakim selanjutnya kepada mediator, hakim
hendaknya memberikan penjelasan terlebihdahulu kepada suami dan istri untukmenemukan jalan atau solusi atas permasalahanrumah tangga yang sedang dihadapi sehinggatidak mesti berujung pada perceraian. Yaitu,dengan mengutus pihak keluarga masing-masing untuk berperan sebagai hakam ataumediator, karena mereka dianggap tahu danmemahami kondisi serta kepribadian masing-masing pasangan.Minimnya iktikad baik para prinsipal (suamidan istri) dalam proses penyelesaian perkaraperceraian, tidak jarang sikap ego lebihdominan dikedepankan oleh masing-masingpihak. Sejalan dengan pendapat yangdikemukakan oleh Rahmadi (2010) yangmenyatakan bahwa mediasi hanya dapatdiselenggarakan secara efektif jika para pihakmemiliki kemauan atau keinginan untukmenyelesaikan sengketa secara konsensus.Dikarenakan para pihak merupakan faktorpenentu dalam keberhasilan mediasi, makasebaiknya dalam pelaksanaan mediasihendaknya para pihak hadir secara langsungdan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya.Mediasi yang berhasil menemukan kesepakatandamai dalam penyelesaian perkara perceraianini hanya pada batas pembagian harta bersama(harta gana-gini) atau hak pengasuhan anak.Budaya hukum masyarakat merupakan faktorutama yang menjadi barometer keberlakuansuatu peraturan.Dalam tatanan hukum di Indonesia, hakamdapat ditemukan pada Pasal 76 ayat (2)Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 “Hakamadalah orang yang ditetapkan pengadilan daripihak keluarga suami atau pihak keluarga istriatau pihak lain untuk mencari upayapenyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.Untuk lebih jelasnya, ayat tersebut perlu puladiperhatikan penjelasannya yaitu kalau terjadiperselisihan antara suami istri hendaklahdiadakan seorang hakam dari keluarga suamidan seorang hakam dari keluarga istri.Keduanya berusaha memperdamaikan antarakeduanya, sehingga dapat hidup kembalisebagai suami istri.
MATERI DAN METODE
Rancangan PenelitianSubjek yang akan diteliti dalam kegiatanpenelitian ini adalah perilaku hukum (legal
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behavior). Legal behavior yaitu perilaku nyatadari individu atau masyarakat yang sesuaidengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Adapun sumberdata penelitian ini adalah data primer. Dataprimer merupakan data yang berasal darisumber utama, yaitu masyarakat atau keduapihak (suami dan istri) yang tengah menjalanimediasi dalam penyelesaian perkara.Selanjutnya, terhadap pasangan suami istri yangperkaranya ditetapkan oleh majelis hakimsebagai perkara yang mengandung unsur syiqaq,sehingga mengharuskan keduanya untukmenghadirkan hakam dari unsur keluargamasing-masing.Objek kajian dalam penelitian hukum empirisini adalah mengenai efektivitas hukum, yaitukajian tentang keberlakuan, pelaksanaan, dankeberhasilan dalam pelaksanaan hukum.Pendekatan yang digunakan dalam penelitianhukum empiris ini meliputi: 1) pendekatansosiologi hukum, dan 2) pendekatan antropologihukum, yaitu dengan menganalisis bagaimanareaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistemnorma itu bekerja dalam masyarakat. Adapunpendekatan antropologi hukum melakukanpengkajian tentang cara-cara penyelesaiansengketa, baik dalam masyarakat modernmaupun masyarakat tradisional.
Populasi dan SampelPopulasi dalam penelitian ini adalah majelishakim pada pengadilan agama, pasangan suamiistri dalam suatu perkara perceraian, pihakkeluarga yang berperan sebagai hakam dalamperkara yang ditetapkan syiqaq oleh majelishakim, hakim, dan pengacara. Sampel dalampenelitian ini adalah tiga orang anggota majelishakim, lima pasangan suami dan istri dalamsuatu perkara perceraian, dua orang mediatornon hakim, dan dua orang pengacara.
Metode Pengumpulan DataPengumpulan data dilakukan dengan carawawancara dan pengamatan kepada pararesponden dalam penelitian dimaksud. Selainitu, penyebaran kuesioner dengan daftarpertanyaan yang mengarah pada kesadaranmasyarakat terhadap mediasi di PengadilanAgama Bogor Kelas 1B serta implementasihakam dalam penyelesaian perkara.Selanjutnya, data yang diperoleh kemudiandiolah dan dianalisis untuk menemukanjawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
Analisis DataData yang diperoleh baik data primer dan datasekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif.Analisis deskriptif kualitatif yaitu metodeanalisis data dengan cara mengklasifikasi danmenyeleksi data yang diperoleh dari penelitiandi lapangan menurut kualitas dankebenarannya, kemudian dihubungkan denganteori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukumyang dijadikan sebagai pisau analisis dalampenelitian dari studi kepustakaan sehinggadiperoleh jawaban atas permasalahan yangditeliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan Hakam dan MediasiHakam dan mediasi memiliki perbedaan yangsubstansial dari segi konsep danimplementasinya di pengadilan agama.Perbedaan konsep tersebut menurut Susurie(2012) dilatarbelakangi oleh perbedaan sumber,prosedur, dan kewenangan. Gambaranperbedaan dan persamaan konsep hakam danmediasi di pengadilan agama dapat dilihat padaTabel 1.Tabel 1. Perbedaan konsep hakam dan mediasi di Pengadilan AgamaPerbedaan Hakam MediasiSumber Al-Quran dan al-Hadits, Pasal 76UU Nomor 7 Tahun 1989 Budaya, PERMA Nomor 01 Tahun 2008Kewenangan Ikut serta mendorong danmembantu menyelesaikansengketa dalam lingkupperkawinan, terutama syiqaq
Semua sengketa perdata yang diajukan kepengadilan agama wajib lebih dahuludiupayakan penyelesaian melalui perdamaiandengan bantuan mediatorProsedur  Diangkat atas pertimbanganhakim dalam proses sidangmemasuki tahap pembuktiansetelah mendengar keterangan
 Sebelum pemeriksaan perkara hakimmewajibkan para pihak untuk menempuhmediasi.
 Proses mediasi berlangsung paling lama 40
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 Pengangkatan hakam berasaldari keluarga suami atau istriserta pihak lain.
 Pengangkatan hakamdituangkan dalam putusansela.
hari kerja sejak mediator dipilih oleh parapihak atau ditunjuk oleh majelis hakim.
 Jangka waktu mediasi dapat diperpanjangpaling lama 14 hari kerja sejak berakhirmasa 40 hari jika para pihak bersepakat.
 Mediator berkewajiban menyatakanmediasi telah gagal jika salah satu pihakatau para pihak atau kuasa hukumnya telahdua kali berturut-turut tidak menghadiripertemuan mediasi sesuai jadwalpertemuan yang telah disepakati.
 Mediator menyiapkan agenda pertemuan,membuat kaukus, mendorong para pihakterlibat dalam mediasi, dan mendorongberbagai kemungkinan solusi.
 Mediasi yang mencapai perdamaiandirumuskan secara tertulis danditandatangani pihak yang bersengketa.
 Para pihak wajib menghadap kembalikepada hakim pada hari sidang yang telahditentukan untuk memberitahukankesepakatan damai.
 Para pihak dapat mengajukan kesepakatanperdamaian kepada hakim untuk dikuatkandalam bentuk akta perdamaian.
 Jika para pihak tidak menghendakikesepakatan perdamaian dikuatkan dalambentuk akta perdamaian, kesepakatanperdamaian harus memuat klausulapencabutan gugatan dan atau klausula yangmenyatakan perkara telah selesai.
 Jika setelah batas waktu maksimal 40 harikerja para pihak tidak mampumenghasilkan kesepakatan mediator wajibmenyatakan secara tertulis bahwa prosesmediasi telah gagal dan memberitahukankegagalan kepada hakim.
 Hakim melanjutkan pemeriksaan perkarasesuai ketentuan hukum acara yangberlaku.Syarat-syarat Terdiri dari dua orang yangberasal dari keluarga dan ataupihak lain  Seorang yang memiliki profesi di bidangpenyelesaian sengketa. Profesional.Persamaan Hakam dan MediasiPeran Berusaha mendamaikan para pihak yang terlibat sengketa
Skill Menuntut kemampuan personal, professional di dalam menyelesaikan sengketaatau konflikTerintegrasi dipengadilan Hakam diangkat dalam proses persidangan setelah mendengar keterangansaksi-saksi;Adapun mediasi dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan.
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Kewenangan Pengadilan Agama Bogor
dalam Menyelesaikan Perkara
PerceraianBerdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, batasan minimal usia kawin bagilaki-laki yakni berusia 19 tahun dan perempuanberusia 16 tahun. Bagi pasangan yang inginmenikah tapi belum memenuhi kriteria umurmaka mereka harus mengajukan dispensasikawin ke pengadilan agama. Namun, sepanjangkurun waktu tiga tahun terakhir pernikahan diusia 21 -24 tahun paling mendominasi. Tercatatada sekitar 50% atau 4.065 pasangan yangmenikah di usia 21-24 tahun.Adapun permohonan dispensasi kawin yangdiajukan ke Kantor Pengadilan Agama Kelas 1BKota Bogor sepanjang tahun 2013 berjumlah 90pasangan. Keadaan ini mengalami kenaikan daritahun sebelumnya sebanyak 56 (lima puluhenam) pasangan. Semakin meningkatnya jumlahpermohonan dispensasi kawin yang dikeluarkanoleh pengadilan agama dikarenakan sebagaisyarat mendaftarkan pernikahan di KantorUrusan Agama (KUA) yang dikarenakan calonpengantin perempuannya telah hamil terlebihdahulu. Pasangan muda ini masih usia sekolah.Usia laki-laki rata-rata di bawah 19 tahun dancalon pengantin perempuan berusia antara 16-17 tahun.Dalam pengajuan dispensasi kawin tidakserta-merta langsung dikabulkan. Secara formal,pihak pengadilan agama akan memintasejumlah syarat sebelum mengabulkandispensasi kawin. Syaratnya antara lainpengetahuan pemohon tentang tata caramenikah sesuai ajaran Islam.Selanjutnya, jumlah perkara perceraian padatahun 2014 juga terus meningkat. Pada 2013 ini,angka perceraian di PA mencapai 1.295 kasus,dengan perincian cerai gugat sebanyak924 perkara dan cerai talak sebanyak 371perkara. Angka tersebut menunjukkan kenaikansecara drastis perceraian dalam kurun waktutiga tahun terakhir ini. Faktor ekonomi jugamenjadi alasan dominan saat mengajukan gugatcerai. Menurut keterangan pihak PengadilanAgama Kota Bogor, kebanyakan gugat cerai yangdiajukan oleh istri dikarenakan karena sudahtidak mendapatkan nafkah ekonomi dari suami.Selain itu, alasan perceraian lainnya yaitukekerasan dalam rumah tangga, faktor orangtua, dan masalah ekonomi.
Guna mendukung hasil akhir penelitian ini,peneliti memeroleh data perkara yang masukberdasarkan dari usia si pemohon ataupenggugat di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B,dimana menurut peneliti, faktor usia darimasing-masing pasangan suami istrimemberikan pengaruh terhadap tingkatkematangan jiwa dan emosional mereka dalammenyikapi setiap persoalan rumah tangga yangtengah mereka hadapi. Selain itu, juga dapatmencerminkan tingkat kesadaran hukummereka terhadap keberadaan lembaga mediasidalam rangka mengakhiri sengketa danmenyambung kembali ikatan perkawinanmereka. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel2.Tabel 2. Data statistik perkara berdasarkan usiapemohon atau penggugat selama tahun2013 s.d Juni 2014No Usia JumlahTahun2013 Jan – Juni20141 < = 20tahun 25 orang 5 orang2 21 – 30tahun 431 orang 145 orang3 31 – 40tahun 631 orang 228 orang4 41 – 60tahun 392 orang 151 orang5 >= 61tahun 71 orang 18 orang
Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat
terhadap Mediasi dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Bogor
Kelas 1BKesadaran hukum masyarakat merupakan halyang sangat penting dan menentukanberlakunya suatu hukum dalam masyarakat.Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggidalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yangtelah diatur oleh hukum, dipatuhi olehmasyarakat, maka hukum tersebut telah efektifberlakunya. Sebaliknya, jika ketentuan hukumtersebut diabaikan oleh masyarakat, makaaturan hukum itu tidak efektif berlakunya.Kesadaran hukum masyarakat itu misalnya,menyangkut penyelesaian sengketa denganmediasi yang harus diketahui, dipahami, dandiakui, serta ditaati oleh masyarakat apabilaterjadi sengketa diantaranya.
Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2014 55Sebagai data pendukung, peneliti melakukanpenyebaran kuesioner yang ditujukan kepadapara prinsipal (suami dan istri) yang tengahmenjalani mediasi, serta yang perkaraperceraiannya ditetapkan hakim sebagaiperkara yang didasarkan dengan syiqaq. Akantetapi, jawaban dari kuesioner ini menurutpeneliti tidak menjadi faktor penentu utamaguna menganalisis permasalahan dalampenelitian ini.Berkaitan dengan respons prinsipal (parapihak) yang tengah melakukan mediasi diKantor Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B,peneliti mengalami kendala yang cukup berartisehubungan dengan ketidak inginan para pihak(suami dan istri) yang sedang menjalankan
proses mediasi untuk dimintai kesediaannyamengisi daftar pertanyaan dalam kuesioneryang telah disiapkan oleh peneliti. Menurutpengamatan peneliti, hal ini disebabkan olehkeadaan psikologi dan emosi masing-masingpihak saat menjalankan proses pemeriksaanperkara, dan juga dikarenakan ketidak inginanmereka untuk melibatkan pihak lain dalammengetahui permasalahan pribadi (rumahtangga) mereka.Pada Tabel 3, peneliti melakukaninventarisasi mengenai respons atau tanggapanpara prinsipal terhadap pelaksanaan mediasidan peranan hakam dalam perkara syiqaq diPengadilan Agama Bogor Kelas 1B.
Tabel 3. Respons atau tanggapan para prinsipal mengenai pelaksanaan mediasi dan peranan hakamdalam perkara syiqaq di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B
Daftar Pertanyaan Jenis ResponsSangatbagus/sangatsetuju/Ya Bagus/Setuju/tidak Jelek/tidaksetuju/ragu-ragu Sangatjelek/tidaksetujuPelayanan pengadilan 6 24 - -Keharusan untuk mediasi 11 14 4 1Pengetahuan tentang mediasi(ya / tidak) 26 4 - -Kebebasan memilih mediator(ya/tidak) 10 20 - -Ketersediaan waktu untukmediasi 2 19 5 4Kesungguhan mediator 22 6 2 3Dukungan dari advokat 6 7 5 12Optimisme keberhasilanmediasi 5 15 7 3Keterlibatan keluarga sebagaiHakam dalam Syiqaq(ya/tidak) 18 12 - -
*Sebaran kuesioner kepada 30 responden (prinsipal yang tengah menjalani mediasi) selama bulan Juni s.d. Juli2014Menurut Majelis Hakim Pengadilan AgamaBogor yaitu Ibu Ernawati B.A. dan BapakSyafruddin dalam wawancara yang dilakukandengan peneliti, kesadaran hukum masyarakatKota Bogor terhadap lembaga mediasi dinilaicukup baik. Hal ini dapat didukung dengan hasilkuesioner yang disebar kepada 30 responden.Menurut Ibu Ernawati B.A., kesadaranmasyarakat tersebut tergantung kepadakepentingan mereka terhadap pengadilanagama karena lembaga mediasi bukanmerupakan satu-satunya penentu terhadaptercapainya kesepakatan damai dalamberperkara antara suami istri. Pada intinya, jikaantara keduanya sudah tidak ada kerukunan
kembali serta rasa saling menghargai danmencintai dalam rumah tangga, maka mediasimaupun penunjukkan hakam pun tidakmemberikan kontribusi yang berarti. Hal inikarena permasalahan perceraian atau konflikrumah tangga tidak hanya terbatas padaperselisihan hak dan kewajiban, akan tetapi jugamengenai hubungan batin (hubungan hati),sehingga menyebabkan sulit untuk didamaikan.Terlebih lagi jika keduanya sejak awal perkaradidaftarkan mereka sudah berniat untukmengakhiri perkawinan. Artinya, upaya merekamengajukan permohonan atau gugatan kepengadilan agama hanya dalam rangka
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memeroleh legitimasi atas status perkawinanmereka.Tingkat keberhasilan mediasi dan keseriusanpara prinsipal dalam rangka menemukan
kesepakatan damai yang juga dapat menjaditolak ukur tingkat kesadaran masyarakatterhadap keberadaan lembaga mediasi, dapatdilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Jumlah perkara yang diterima dan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bogor
Kelas 1B selama kurun tahun 2009-2013Tahun Perkara yang diterima Perkara yang diputus Persentase yangberhasil mediasiCerai talak Cerai gugat Cerai talak Cerai gugat2009 239 528 195 432 18%2010 286 610 268 524 12%2011 335 774 280 645 17%2012 371 924 286 751 20%2013 201 1420 194 1387 2%Jumlah sejakberlakunyaPERMA Nomor 01Tahun 2008 1.432 4.256 1.223 3.739 13%*Data diperoleh dari Laporan Perkara Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B.
Peranan Hakim dalam
Mengimplementasikan Hakam pada
Proses Pemeriksaan PerkaraDalam tatanan hukum di Indonesia, hakamdapat ditemukan pada Pasal 76 ayat (2) UUNomor 7 Tahun 1989, yaitu hakam adalah orangyang ditetapkan pengadilan dari pihak keluargasuami atau pihak keluarga istri atau pihak lainuntuk mencari upaya penyelesaian perselisihanterhadap syiqaq. Dimana keduanya berupayamendamaikan antara keduanya, sehingga dapathidup rukun kembali sebagai suami istri.Apabila dibandingkan antara hukumnormatif dan hukum positif mengenaikeberadaan hakam, akan nampak adanyapergeseran status hukum hakam dalampandangan hukum Islam (menurut ImamSyafi’i) dengan hakam yang terdapat pada UUPeradilan Agama. Hukum Islam mengharuskanadanya hakam dalam perceraian yang terjadidengan alasan syiqaq. Sementara itu, hakamdiangkat dari pihak keluarga suami dan istri,sedangkan hakam dalam UU Peradilan Agamahanya sebatas anjuran yang tidak mengikat(Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006).Berdasarkan hasil pengamatan serta diskusiyang dilakukan dengan pihak Pengadilan AgamaBogor bahwa hakam hanya akan diterapkanpada pemeriksaan kasus perceraian dimana
syiqaq benar-benar muncul sebagai alasanperceraian yang tampak secara lahiriah.Terlebih lagi jika antara kedua suami istri salingmengemukakan keburukan (aib) masing-masing, sehingga secara lahiriah telah tampak
krisis yang memuncak dalam rumah tanggamereka.Di sisi lain, hakam dianggap tidak dapatditerapkan secara efektif ketika kasusperceraian yang tengah dihadapi oleh hakimternyata kedua belah pihak telah menyadaribahwa perceraian akan lebih baik daripadaharus mempertahankan rumah tangganya.
Kedudukan dan Fungsi Hakam dan
Mediasi, serta Hubungan Perkara Syiqaq
dengan Hakam dalam Proses
Pemeriksaan Perkara Perceraian oleh
HakimHakam dan mediasi merupakan dua lembagayang berbeda sehubungan dengan aturan formilyang berlaku dalam lingkup kewenanganPeradilan Agama. Meskipun keduanya samamempunyai fungsi sebagai penengah dalampenyelesaian konflik rumah tangga antarapasangan suami istri (lihat Tabel 1).Eksistensi hakam berbeda dengan mediasiyang hanya berdasarkan pada PERMA Nomor 01Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130HIR/154 RBg. Adapun keberadaan hakam selainsebagai upaya transformasi hukum perkawinanIslam juga dilandaskan pada Pasal 76 UU Nomor7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006.Berbeda dengan mediasi, hakam diterapkansetelah proses pembuktian berlangsung yaitusetelah hakim mendengar pihak keluarga atauorang-orang dekat dengan pihak suami istri.Pengangkatan hakam dituangkan dalamputusan sela, sedangkan mediator dapat saja
Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2014 57dilakukan dengan cara pemberitahuan olehKetua Majelis (PERMA Pasal 11 ayat 11).Menurut Sugiri Permana (2014), dari sudutpandang materiil, mediasi pada awalnyadihadapkan dalam perkara bisnis meskipundalam perkembangan berikutnya jugadiberlakukan dalam hukum keluarga. Olehkarenanya wajar apabila dikatakan, tidak adamediasi tanpa negosiasi, karena mediasimengedepankan bargaining position denganmemberikan tawaran nilai dari masing-masingpihak. Adapun hakam, merupakan salah satubagian dari hukum perkawinan mengenaiperceraian dengan alasan syiqaq.  Tidak adayang ditawarkan dalam bentuk nilai maupunmateri lainnya dalam proses hakam tersebut.Hakam hanya berupaya meneliti dan menelaahserta menilai sifat dan bentuk dari perselisihanyang terjadi antara suami istri.Dengan melihat perkembangan hukumperkawinan di Indonesia ternyata perkaraperceraian sering kali diajukan ke PengadilanAgama dalam bentuk kumulasi dengan perkaralainnya seperti tuntutan nafkah terutang,
mut’ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak,nafkah anak ataupun harta bersama. Denganadanya kumulasi tersebut, perkara perceraianyang sebelumnya hanya menyangkutPermasalahan rumah tangga saja kemudianberkembang menyangkut masalah nilai danmateri. Pada saat seperti inilah keberadaanmediator sangat diperlukan untuk memfasilitasiupaya bargaining (tawar-menawar) maupunnegosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yangdiajukan oleh Penggugat. Demikian halnyadengan hakam, setelah proses perceraianberlangsung dan pihak keluarga telah didengar,dengan melihat bentuk perselisihannya hakimdapat mengangkat hakam untuk menyelesaikan
syiqaqnya.  Menurut Permana (2014), tidak adaduplikasi proses hukum, karena substansimediasi dan hakam memang berbeda, mediasilebih ditekankan pada penyelesaianpermasalahan yang bersifat materi (meskipunjuga dalam bidang perceraiannya), sedangkanhakam hanya menyelesaikan masalahperceraian.Penerapan mediasi dan hakam seperti di atasakan sangat berbeda ketika dihadapkan denganperkara perceraian tanpa kumulasi denganperkara lainnya. Memberlakukan mediasi danhakam secara bersamaan dalam perkaraperceraian (tanpa kumulasi) dari satu sisi hakimdipandang telah memberlakukan proseduracara yang sama dalam waktu berbeda (mediasi
sebelum pemeriksaan perkara, hakam dalamproses perkara), karena keduanya sama-samamemberikan fasilitas kepada para pihak untukmencari jalan damai. Di sisi lain, pemberlakuanmediasi dan hakam dalam perkara seperti inihanya akan menambah waktu dan biaya sertamenghilangkan nilai filosofis dari PERMA yangterkandung dalam konsiderannya untukpenyelesaian sengketa yang lebih cepat danmurah, serta dapat memberikan akses yanglebih besar kepada para pihak menemukanpenyelesaian yang memuaskan dan memenuhirasa keadilan.Lebih lanjut, Permana (2014) memberikansolusi bahwa untuk memberlakukan salah satudari mediasi atau hakam adalah denganpemberlakuan salah satu denganmengenyampingkan yang lainnya, hal ini tidakbertentangan secara hukum. Apabila yang ingindipakai adalah mediasi, maka proses mediasipun harus dapat mengakomodir nilai-nilai yangterkandung dalam hakam. Oleh karena itu,mediator harus melibatkan pihak keluarga daripasangan suami istri (PERMA Pasal 16).Demikian halnya apabila yang dipakai adalahhakam, maka proses hakam tersebut harusdipandang sebagai bagian dari mediasi, yangpada akhirnya akan mengenyampingkan PERMAPasal 2 ayat (3).Selain penerapan mediasi dan hakam secarabersamaan dan penerapan salah satu darimediasi dan hakam, juga dimungkinkan tidakditerapkannya mediasi dan hakam secarabersamaan. Permana (2014) jugamengemukakan bahwa masih banyak dijumpaiperkara perceraian yang diajukan oleh (salahsatu) pasangan suami istri, keduanya sama-sama menghendaki perceraian secara ma’rufsehingga hakim pun dalam keadaan seperti inilebih mengedepankan tindakan ma’ruf daripadaharus memberlakukan hakam. Kondisi yangsama juga akan dihadapkan dengan prosesmediasi. Apabila dalam persidangan pertama,masing-masing pihak (suami istri) sudahmenerangkan bahwa keduanya tidak mungkindidamaikan lagi dan memilih bercerai secara
ma’ruf, maka apakah tidak keliru apabila hakimharus juga menerapkan mediasi dalam perkaratersebut, sementara hakam (yang padahakikatnya berlaku secara yuridis maupunnormatif) tidak diberlakukan lagi oleh hakim.Adapun tata cara pengangkatan hakamsejalan dengan ketentuan hukum acara perdataadalah melalui ”putusan sela”. Menurutketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun
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1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwapengangkatan hakam dilakukan pada saat tahapproses pemeriksaan saksi telah selesai danpengangkatan hakam menurut hukum acaraadalah ”tindakan insedentil”, sebelum hakimmenjatuhkan putusan akhir. Oleh karenapengangkatan hakam merupakan peristiwainsedentil yang terjadi sebelum putusan akhirdijatuhkan, tata cara yang tepat adalah denganputusan sela. Bukan dengan penetapan(beschikking). Pada lazimnya penetapan itu,dikeluarkan mengiringi suatu perkara pada saatsebelum perkara diperiksa atau sesudahperkara diperiksa dan telah diputus. Sebelumperkara diperiksa, misalnya dengan penetapanmajelis hakim, penetapan hari sidang,dan penetapan sita jaminan, sedangkan sesudahperkara diputus, misalnya dengan penetapanuntuk melaksanakan teguran dan penetapaneksekusi. Tetapi kalau tindakan yang hendakdilakukan oleh hakim masih menyangkutperkara, seperti halnya keberadaan danpengangkatan hakam, maka hal ini cukupdituangkan dalam bentuk putusan sela. Dalamputusan sela tersebut dicantumkan pula tugasapa yang dibebankan pengadilan kepada parahakam itu dan berapa lama batas waktu yangdiberikan kepada mereka. Selama hakambekerja, hakim menunda persidangan untukpenjatuhan putusan akhir.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
KesimpulanBerikut beberapa kesimpulan yang didapat darihasil penelitian, antara lain:1. kesadaran hukum masyarakat Kota Bogorterhadap lembaga mediasi dinilai cukupbaik. Hal ini pula dapat didukung denganhasil kuisioner yang disebar kepadaresponden. Menurut Ibu Ernawati B. A.,bahwa kesadaran masyarakat tersebuttergantung kepada kepentingan merekaterhadap pengadilan agama karena lembagamediasi bukan merupakan satu-satunyapenentu terhadap tercapainya kesepakatandamai dalam berperkara antara suami istri.Pada intinya, jika antara keduanya sudahtidak adanya kerukunan kembali serta rasasaling menghargai dan mencintai dalamrumah tangga, maka mediasi maupunpenunjukkan hakam pun tidak memberikankontribusi yang berarti karena
permasalahan perceraian atau konflikrumah tangga tidak hanya terbatas padaperselisihan hak dan kewajiban, akan tetapijuga mengenai hubungan batin (hubunganhati), sehingga menyebabkan sulit untukdidamaikan. Terlebih lagi, jika keduanyasejak awal perkara didaftarkan merekasudah berniat untuk mengakhiriperkawinan;2. sejauh pelaksanaan penelitian ini dilakukan,peneliti mengambil kesimpulan bahwaupaya hakim dalam mengimplementasikanhakam guna membantu menekan angkaperceraian sudah maksimal. Berdasarkanhasil wawancara dengan majelis hakim,bahwa hakam hanya diterapkan pada kasusperceraian di mana syiqaq benar-benarmuncul sebagai alasan perceraian yangsecara lahiriah dapat dilihat dari sikap salahsatu pihak yang tidak menghendakiperceraian, sementara pihak lainmenganggap bahwa rumah tangganya sudahtidak mungkin lagi diperbaiki, sehinggapenerapan hakam dilakukan hanya terhadapperselisihan yang memuncak danmembahayakan. Hal ini sejalan dengananjuran pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.Untuk perkara perceraian dimana keduapihak sama-sama menginginkan perceraian,hakim akan lebih baik untuk melanjutkanproses persidangan tanpa harus melaluiproses mediasi untuk mewujudkanpenyelesaian sengketa yang lebih cepat,murah dan biaya ringan (konsideranPERMA). Sejalan dengan pendapat yangdikemukakan oleh Permana (2014) bahwahakam merupakan salah satu bagian darihukum perkawinan mengenai perceraiandengan alasan syiqaq. Tidak ada yangditawarkan dalam bentuk nilai maupunmateri lainnya dalam proses hakamtersebut. Hakam hanya berupaya menelitidan menelaah serta menilai sifat dan bentukdari perselisihan yang terjadi antara suamiistri. Adapun mediasi lebih ditekankan padapenyelesaian permasalahan yang bersifatmateri (meskipun juga dalam bidangperceraiannya).Adapun saran yang dapat diberikan adalah:1. hendaknya Mahkamah Agung RI dalam halini selaku lembaga tertinggi yang bertugasmengawasi secara administrasi yustisial dannon yustisial terhadap pelaksanaan sistem
Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2014 59peradilan pada pengadilan agamamemberikan perhatian yang cukup seriusterutama dalam mengimplementasikanPERMA Nomor 01 Tahun 2008, yaitu dalambentuk dukungan moril serta dukunganmateriil. Terutama memberikanpengetahuan dan penyuluhan hukumkepada masyarakat secara berkelanjutanterkait keberadaan lembaga mediasi dalamrangka membantu mengurangi angkaperceraian;2. dalam rangka mewujudkan asas peradilansederhana, cepat, dan biaya ringan, makadalam hal ini pihak pengadilan agama danjuga bersama dengan masyarakat (parapemohon atau penggugat dan termohonatau tergugat) harus secara bersama-samamemiliki iktikad baik untuk mengakhirisengketa dan memperbaiki keretakanrumah tangga sehingga kehadiran hakamdalam perkara syiqaq dapat berfungsisebagai penengah dan pemberi jalan tengahatas masalah yang ada, yaitu mengakhirikeretakan dan menyatukan kembali rumahtangga. Iktikad baik para pihak yangberperkara tersebut terlihat pada kehadiranmereka secara langsung dalam setiaptahapan pemeriksaan perkara, dengan tidakmewakilkan dirinya kepada orang lain ataukuasa hukumnya;3. dikarenakan belum adanya petunjuk teknisyang tepat dalam memerankan danmemfungsikan hakam di Pengadilan Agama,menyebabkan hakam selaku mediator tidakdapat dimanfaatkan secara optimal denganmelihat tujuan hukum dalam makna
kemaslahatan dan menghindarikemungkinan adanya kemafsadatan ataukerusakan suasana yang lebih parah lagi,maka penyelesaian perkara dengan syiqaqsangat dimungkinkan dan dibolehkanmenurut hukum Islam, meskipun diketahuidan dipahami bahwa perceraian (talak) ituperbuatan yang halal, tetapi dibenci olehAllah SWT. Hal ini didukung dengan kaidah-kaidah fikih yang menyatakan bahwa”kemudaratan itu harus dihilangkan (ad
dhararu yuzaalu)” atau ”tidak bolehmemberi mudarat dan tidak bolehdimudaratkan (la dharara wa la dhirara) didalam Islam”.
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